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TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatanyang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten
Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;

b. bahwa PegawaiNegeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan
selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur selaku
Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tamabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang .Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor
80);

10. Surat Keputusan Bupati
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejaba
Tahun Anggaran 2022;

11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/\[Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang
t Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .
PERTAMA - Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kgarsman
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam

Jampiran keputusan ini.

KEDUA :  PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu
tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang
meliputi:

a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA :  Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.
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